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PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

WALIKOTA CIREBON,

a. bahwa penyelengaraan perhubungan

merupakan salah satu urat nadi
perekonomian yang memiliki peranan sangat
penting dalam menunjang dan mendorong
pertumbuhan serta pembangunan di segala
sektor;

bahwa penyelenggaraan di bidang
perhubungan di Kota Cirebon perlu ditata dan
diatur kembali guna menunjang perbaikan
kinerja pelayanan kepada masyarakat
sehingga terwujud penyelenggaraan
perhubungan yang aman, nyaman, tertib, dan
lancar;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b perlu mengatur Penyelenggaraan
Perhubungan dalam Peraturan Daerabh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur/ Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3817);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);
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. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan  Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penerbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3293);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1993
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993
tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan  Pemerintah Nomor 40 Tahun
1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3610);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998
tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3722);

Peraturan Pemerintah  Nomor 69 Tahun
1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta
Api (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3795);

Peraturan  Pemerintah Nomor 82 Tahun
1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3907);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000
tentang Kepelautan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3929);
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Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun
2000 tentang Kenavigasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001
tentang Keamanan dan Keselamatan
Penerbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4075);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4145);

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001
tentang Kebandarudaraan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4146);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
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31.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Perhubungan;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon
Tahun 2007 Nomor 5);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008
tentang Dinas-Dinas Daerah pada
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah
Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon
Nomor 21 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

Menetapkan :

PERATURAN
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

DAERAH TENTANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

S

10.

11.

12.

13.

Kota adalah Kota Cirebon.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.

Walikota adalah Walikota Cirebon.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Cirebon.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota
dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang
perhubungan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas sebagai unsur pelaksana operasional sebagian tugas
Dinas.

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam
bentuk apapun meliputi segala bagian jalan yang
diperuntukan bagi lalu lintas.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan
oleh peralatan teknis yang berada di kendaraan tersebut.
Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang
digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.

Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan.

Angkutan barang adalah pemindahan barang dari suatu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang
disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut
bayaran.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan
jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai
asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal
tetap maupun tidak berjadwal.

Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang
menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
Jaringan lintas adalah kumpulan dari lintasan yang menjadi
satu kesatuan jaringan pelayanan lalu lintas angkutan
barang.

Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan
untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang,
perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi, serta
mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan
umum.

Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk
keperluan membongkar dan memuat barang, serta
perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang
tidak bersifat sementara.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian
kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian
kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan,
dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap
persyaratan teknis dan laik jalan.

Bengkel umum kendaraan bermotor adalah tempat untuk
membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan
bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik
jalan.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
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Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan
lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk
menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu
lintas kapal, penumpang, dan/atau barang, keselamatan
berlayar serta tempat perpindahan intra dan antar moda
transportasi.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh,
naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang yang
dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan
kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat
perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan
menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang,
barang, dan/atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih
dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang
diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga
angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya
dukung dinamis, kendaraan di bawah air serta alat apung,
dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.

Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang/
hewan diantara dua tempat yang berbeda dan dipisahkan
oleh laut/air dengan mengunakan kapal sebagai alat angkut.
Kenavigasian adalah kegiatan yang meliputi segala sesuatu
yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran,
telekomunikasi pelayaran, hidrografi, alur dan perlintasan,
pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan
pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan
pelayaran.
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